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PERATHRAN DAERAH 'KAB¥PATEN DAERAH TINGKAT IT PEMALANG
o NOMOR : 410 TAHUN 199
- TENTANG - »
'g}  PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGEARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KAB!PATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
- TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG
: Menimbéng- s Wahwa Perhitungan Anggaran Pehdapatém dan Brela‘zlxja
" Baerah Kabupa’cen Daerah Tingkat II Pemalang Tahun

Anggaran 1995/199% yang dibuat oleh Bupati Kepala
Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4Menging‘at -3 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 19%0 tentang Pem~
B bentukan Daerah-deserah Kabwpaten dalam Ling -~

‘L» . kungan Propinsi Jawa Tengah, juncfc Peraturan-
o~ Pemerintah Nomor 32 Tahin 1950 tentang Peneta‘g 7
' _ an mulal berlakunya Undang—undang Nemer 13 Ta=
hun '1950 4
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Undang-undang Nomor 1% Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedwdukan Majelis Permusyéwaratan Rékyat, Dewan Per -
wakilan Rakyat dan Dewan Perwakfian Rakyat Dderahl'(1 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1969 Nomcr -;

¢

59 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor- ?

2915 ) sebagaimana telah diubah pertama dengan ‘¥ndang
undang Nomur 2 Tahwn 1975 Nomor 39, Tambahan Lembara
an Negara Republik Indonesia Nomer 3@64 ) dan keduq‘~r\;;
dengan Undang-undang Nomer 2 Tahun 1985 { Lembaran Ne
gara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2 Tambahan ~

Lembaran Negara Repwblik Indonesia Nowor %282 )

Undang-undang Nomd>r 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokoke
Pemerintahan di Daersh ( bembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia WNomor 3037 )

Peraturan Pemerintah NomoT 5 Tahun 1975 tentang Pe -
ngurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tebmn 1975

Nomor 5 ) 3

et

Peraturan Pemerintah Nomori6 Tahun 1975 tentang cara —i:::
Penyusunan Anggaran Pendnpatan dan Belunja Daerah dan
Penyusunaw Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanje
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975

Nomor @ )

Ena.oc'o.-oc(B)A S
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang-
Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan
ja Daerah, Pelaksannan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyu

sunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang -

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nogor 570~360 Tahun 1981 ten
tané Program Pembinaan Anggéran Daerah dan Pengendalian Kre
dit Anggaran

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang-
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggarén Pendapatan dan
BelanjavDaerah dengan Aﬁggaran Pendapatan dan Belanja Nega-
ra % | ' _
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 ten
tang Penyeﬁpurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran dan

Belanja Daerah, sebagaimana telah disempurnakan dengan Kepue

" tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 ;

1.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 ten-

tang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan -

@’ Baerah serta Perhitungan:Anggaran Pendapatan dan Belanja -

12‘

Daerah .

Keputusah Menteri DalamnNégeri Nomor 963~379 Tahun 1987 ten-
tang Penggunéan Sistim Digit dalan Pelaksansan Anggaran Pen~
dapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Mata Usaha-

Keuangan Daerah 3

130 ¢ 6 0 s o0 o (),
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Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 903-057 Tahun
1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Ang-
garan Pendapatan Daerah j

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema~-

lang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuang-
an Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerak Kabupaten Daerah Tinékat IT Pemalang
( Lembaran Daerah Kabuwpaten Daerah Tingkat II Pe =
malang Nomor 8 Tahun 1951 Seri D Nomor € )'sebagéi
mana felah diadakan Perubahan Pertama dengan Peras

‘ aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Daerah Kabupaten Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat IT Pemalang Nomor 8

Tahin 1993 Seri D Nomor 6 ) $

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Pema-
lang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggar-
an Pendapatan dan Belanja Daeral Kabupaten Daerah

Tingkat II Pemalang Tahun Anggarsn 1995/1996 ==

( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pe~

malang Nomor 9 Tahun 1993 Seri D Nomor 4 ) sebagei
mana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Ke -
pala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/6k2/
1996 tanggal 13 Juni 1995 3

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema~ -
lang Nomor 17 Tahun 199% tentang Penetapay Perubah
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa -
ten Daerah Tinrgkat 1T Pemalang Tahuxn Anggaran 1995
/1 )96 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT

Pemzlapg Novor 1 Tahun 1996 Sesd D Nomor 1 ) » -
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sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan &w - . ;é

bernwr Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor %ﬁ

903/335/1996 tanggal 15 Pebruari 1996 ; i@

17, Keputwsan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupa- 3,

ten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03/m é

DPRD/1591 tentangTata'Tertib Dawan Perwakilan - :

Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema- i)

1! L lang. ' | - -
:mﬁerhatikan : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan i;

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah fiig—
kat 11 Pemalahg pada Tanggai 16 dan 17 September
1996 |

2. Pemblcaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakil
an Rakyat Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Pe-
‘malang pada tanggal 23 September 1996,

MEMUTUSKAN

enctapkan ¢ PERATWRAN DAERAH TENDANG PENETAPAN SISA. BERKTTUNGAN-
' ANGGARAN PENDAPATAN DAN BETANJA DAERAH KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II PEMATANG TAHUN ANGGARAN 1935/19%. -

- Pagal 1
g’ Junmlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Ang -
garan Pendapatan dan Belanja Daersh Tahun Anggaran—
'1995/1996 yaltu sebagal berikut '3
1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Qe Pendapatan " .8 o % @ . ) . Rp. 2‘.687.140.072,81
b- Belan.ja *® o ® & 8 8 @ . ) RP‘ 1}.185.892.32"00
Sisa Perhitungan Anggaran
Rutin berlebih sebesar o . Rps  15.501,242, 74k, 81

20 * » & B8 s H» 9<6>.
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2, Perhitungan Anggaran Pembangunan

ae Pendapatan , , , , , . « Rpa

bo Belanja L I R TP *!};\)p- 250322-8040335300

Sisa Perhitungan Anggaran-
« Pembangunan berkurang sebesar
‘-noocoooo-ooan; 1
3. Sisa Perhiﬁungén Arggaran Pepe-
dapatan dan Belanja Daerah ber

lebih sebesar , , , ., , ¢+ « + Rp.

Pesal 2

14, 173,385,517, Ot
’(’

1.327.,857,227, 81

Jumlah Penerlmaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kag -

dan Perhitungan Tahun Angghran 1555/199%6 Ng
berikut

1. Perhitungan Anggaran Rutin
' A, Pendapatan , , , , , . . ~ kp,

‘vb.Belanja.....'.... Rp.

aitu sebagai -

1.852.215.848,43
2,067,635,555, 24

- S1sa Perhitungan Anggaran
Rutin berkurang sebesar, , Rp;
24 Perhitungan Anggaran Pembangunan
2. Pendgpatan . , , , . ., . s Rp.
by Belania v u W, 4 .. .. Rp.

-

, )
210,415,710, 81
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Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan bterlebih/berkurang=
Sebesar e« o » s o & * ¢ » & .Rpay o -

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan berkurang sebesar - Rp, 210,419,710, 81

’ . Pasal 3
9 Perincian lebih lanjut medgenai Perhitungan Anggaran Pendapatan-
dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1
dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C. I,

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 23 September 19%.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BOPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DATI IT PEMALANG ' ) " PEMALANG
Ketua,
CAP CAP
ttd ttd
"& Drs, He LASWADI. Drs, Ho M U NI R,

| -4
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" Disshkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
3 ... Tengah dengan Keputusannya Nomor .3 . 903/64/1957 N
7 . tanggal 16 Januari 1997, :

¢ !

; ' B C DIWNDANGEKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

»#3

Pemaldneg ' A

! Nomor : 1 Tanggal ¢ 3 = 2 =~ 1997
| B Seri D Nomor : 1

| SEKRETARTS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT IT
‘ PEMALANG
- CAP
1 ttd
. Drs.. MOELJONO,
1 Pembina Utama Muda
NIP. 500 029 622,

e
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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENG&H

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I,
| . JAWA TENGAH ‘
. NOMOR : 903 / 61/ 1997

] TENTANG

_ PENGESAHAN PERATURAN DARRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT

PEMALANG NOMOR ¢ 10 TAHUN 1996 TENTANG ‘PENETAPAN
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKA? IT PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 19955/10%

GWRERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAE

Menimbang : a, bahwa Perhitungan Anggaran Pendapataw dan Belanja
Daerah Kabupaten Daersh Tingkat IT Pemalang Tahun
Anggaran 1595/1996 yang telah ditetapkan dengan~
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema
lang Nomor 10 Tahun 1996 tanggal 23 September 19—
96 perlu mendapat penetapan/pengesaban dari Guber-
nur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

‘A&

b, bahwa dengan Surat Perintzh Tugés dari Gubernur ~
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengak tanggal 19 Dg

sember 1996 Nomor : 054/28465 , Nomor : 094/ me
\ ? 28466 , Nomor : O094/028457 dam Nomor : 0O94/028468
‘ telah dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Time
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas Perii-

_tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah £a3
bupaten Daerah Tingkat II Pemalang T.A, 1995/195
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~Cs bahwa hasil penelitiaq/pemériksaan‘tersebut
hurwf b diatas telah disampaiksm secara ter
tulis oleh Tim kepada Gubernur Kepala Dae -
rah Tingkat I Jaws Tengah dengan menyebutkan
Sisa Perhitungan APBD Kabupatén Daerah Ting-

) kat 11 Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996.se4
i besar Rp. 1.327.857.227,81 (-Satu mllyar ti-
_3a ratus dua nuluh tujuh juta delapan ratus-
lima puluh tuauh ribu dua ratus dua puluk tu
jub rupiah delapan puluh sadu sen ).

‘ ,r%}f!

ot
Mengingat : 1. Undang~undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po-
. , kok=pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang -
Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (a1
, undangkan tanggal 14 Juli 1950 )

T Ry N S B vty o Rt

3+ Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang - -
Pembentukan Daerah~daerah Kota Besar dalame
lingkungan Propinsi Jawa Tengah 3

4, Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 -

tentang Pengurusan Pertanggunbgawaban dan Pe4‘”
ngawasan Keuangoan Daerah ;
5e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 ten~
, - ‘ }tang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata
7 . ~ Usaha Keuangan Déerah dan ?enyusunaﬁ Peryi -
tungan APBD

-e
)

Be o v o 0w (3),
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6. Kerutusan Presiden Nomegbzz Tahun 1984 tanggaln22 Maret 1984
‘ tentung Cara Fenyedlasn dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pen-
_‘siuu bagl Daerah Otonomi 3

7+ Instruksi Presiden Nomor e Tzhun 1984 tentangPenyelenggaraan

Bantuan Pembaneunan kupada Daerah Tingkat I, Kabuﬂaten/ﬁota-

madya Daerah Tlngkat II dan Desa ;

3 Xktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nﬁmq; 11 Tahun 1975 tentang -
Contoh-contoh Cara Penyusunah‘APBD,.PeléksanaaniTata' Vsl
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD j

- Perasuran Menteri Dalem: Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1
Septe-ber 1379 tentang tentang Pelaksamaan Pengelolaan Ba -
rang Pemerintah Daerah H

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nﬂmor 1 Tahun 1580 tamggal 20
Pebruari 1980 tentang Pewunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bem
daharawan Daerah §.

Peraturan Menweri Dalam Negéri Nomor 2 Tahun 19354 tanggal 5
Oktober 1994 tentang Pelaksanman APBD, §

% Keputusan Menteri Dalaﬁ Négeri Nomor s yOO—O?9 Tanggal 3*Ap~'
ril 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan. Daerah 3
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor s, 020-595 tanggal 17 De
sember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
Keputusom Mexteri Dalam Negeri Nomor : 970-833 #anggal 24 De
sember 1981 tentang Manual Perdapatan Daerah ;

16‘ * . L] * * * » . (L}').
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18.

19.
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22,
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>
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9032-034 tanggal

4 Jamari 1984 tcontang Penelitisn/Pemeriksaan Perhi -

tungan AXBD

Keputusan Berssus Menterd Dalam Negeri dan Menterl Ke-

uangan Nomor 58 Yahun 1984 dan Nomor 83R/KMK.03/198L -

tanggal 24 Agustus 1084 tentang Pelaksanoan Penyediesan
. , - . - P
dan Penyaluran Subtsildi Gaji dan Pensiun bagl qurgg«&ﬁﬁ

®tonom

»

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 198% -~

Tanggal 15 Desembov 1984 tentang Langkeh Yertama Pen -

sinkroniscsian APBLU dergan AFBN

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : $03-1316 Tahun
1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunarn Perubah
an APBD 3 : '

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-209 Tahun

1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnazn Bentuk

Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serts Perhitungan -

APBD 3

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : $03-37% Tahun :‘-
1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim -
Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tt
ta Usaha Keuangan Daerah 3

Keputusan Menteri Dalam-Negeri Nomor : 903-057 tanggai
19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susqgf

an Anggaran ’endapatan Doerah
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255 ,Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

- 5 -

Keputusan Menteri Dalam.Negeri Nomor & 903~
251 Tahun 1989 tentaﬁg Perubahan Bentuk/Con~
toh Peraturan Daerah tentang'Penetapan Sisam
Perhitungan AYBD, Perﬁitungan Kas,Pencocokan
antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa
Kas dan Képutusan Kepala Daerah tentang Penja
baran Realisasi AFBD ;

Keputusan Gubernur Kepala Dasrah Tingkat I -
Jawa Tengah tanggal 13 Juni 1995 Nomor & G03-
/642/1995 tentang Pengesahan APBD Kabuprten -

Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggarsn 19- |

95/19%6 yang telah ditetapkan'dengan Perawar-
an Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 31 —-
Maret 1995 ; '

- Jawa Tengah tanggal, 16 Pebruari 1996 Nomor @

903/335/1956 tentang Pengesahan Perubshan: =
APBD Kabupaten Daerai Tingkat II Pemalang Ta-
run Anggaran 1595/1996 yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1995 -

tanggal 27 Desember 1995,

¢ 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Januari

1995 Nomor s 503/263/PUeD Perihal Pedoman Pew

. nyusunan APBD Tahun Anggaran 1935/1996 3

-

2. [ ] [ 2 L] .‘ L] L4 * (6).
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Menetapkan
PERTAMA

.

2e

3s

5.

Surat Menteri Dalam Negeri fanggal 29 Maret
1595 Nomor @ 050/700/Bangda Perihal Petun =

juk Pelaksanasn Inpres Bantuan Pembangunan .

-Daerah Tingkat IT Tahun Anggaran 1995/1396 3

Surat Gubernur Kepala Dasrah Tingkat I Jawa-

‘Tengah tanggal 2k PeWrmari 1995 Nomor 3 90%/-

05337 Perihal Pedoman Penywswnan APBD Tahwn e
Anggaran 1555 / 1556 - - P
Peraturan Daerah Kalwpaten Daerah Tingkat IT
Pemalang Nomor 10 Tahwn 196 tanggal 23 Sep-
tember 1906, tentang Penetapan Sisa Perhitung

an APBD Kabtpéten Daérah Tingkat II Pemalang
Tahun Anggaran 1.5 / 1556 ;

Surat Bupatil Kepala Daerah Tingkat IT Pema -

lang tanggal 25 September 1956 Nomor S03/4749

/KU Perihal Permohonan Pengesahan Peraturan =
Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan -~
APBD Kabupateh Daerah Tingkat II-Pemalang Tom
hun Anggaran 1595 / 1506,

. A
o

MEMY¥TUSKAN : ; ol

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalaeng Nomor ¢ 10 Tahun 1596 tang-
gal 23 September 1596 tentang Penctapan Sisa -
Perhdi tungan Anggarah Pendapatdn dan BelanjaA -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Pemalang Ta
hun Anggaran 1,95/1796 dengan menetapkan Sisa

Perhitungan . ¢ o « » s s
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Perhitunéan Anggeran Fendapatan Deerah Kabupaten Daerah Ting-
‘kat 15 Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 sejumlah o o « o o oo
Rp. 1.327,8%7,227,81 ( Satu Milyar tige ratus dua puluh tujuh-
.juta delapan ratus lime pulub tujub ribu dua ratus dua pulﬁh -
twjeh rupiah delapan puluh satu sen ) terdiri dari :
a, Pendapatan $ '
. - Pendapatan . s « . 4 o » Rp. 30.360.34k.873,81
?bo Belanja | : |

‘=Rutin Rp, 13.204,354.511,00

- Pembangunan Rp, 15.828,093.135,00

Jumlah Rpe 29.032.487.646,00

Sisa Perhitungan APBD Rp, 1.327.857.227,81

S s <A e < e D e s . S S S e S s B
R R R N RSN SR EmREEm S

dengan rinclan : . )
~ Tunai pada Kas Daerah . . « « « o Rps 9074781.783,00

- Sisa UUDP Anggaran Rutin . . . o Rpe. 1794 85k 4 964 4 00
- Sisa UUDP Anggaran Pembangunan .. Rp. 29,800,765,00

J u mlah ¢ o o o o Rpc 1.117.437«517,00
- Sisa taglhan pada Bagian Urusan _
Kas dan Perhitungan (UKP)sebesar Rp. 210,415,710, 81

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan APBD
Tahun Anggaran 1995/1996 sebesar .. «Rp.  1,327.857.227,81

smmossmmsmmss

1, Dalam . . ¢ s e @ (8). ~
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1.

2.

2

Dalam Penetapan Lerhitungan Acbii Eatu;roten Deeran Ting-

kat II Pemzlang Tohun angsarsn 105/15.6 msih terdapat
catatan~-catatan dalam Surat Keputusan ®ubernur Kepala-
Daerah Tingkat I Tawa Tengah tentang P@haes&han Ferubah
an APBD Kalupaten Dasrah Tingkot Ii Pemnleng Tahun Ang-
garan 1995/15%6 vang belum disecuaikan artora irin,

Diktum Ketign anska 2 dan % serts Diktum XKeempat angka

)
[N

Peraturan Dacrah tentang Pens
APBD Kahupaten Daerah TlanJt IT remalang Tahun Anggar
an 1995/15%6 ditetapkan tanggal 23 September 1796 No -~
mor 10 Tahun 1$%6. ‘
Penetapan tersebut belum sesuai dengan Pasal 64 ayat =
(3) Undang-undong N-mor 5 Tahun 197 tanggal 23 Juli -
1574 tentang Pokokekok FParerintahan di Dacrah.

Bentuk/Susunan Feraturan Daerah tenﬁang Penetapan Sisa
Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat IT Pemalang-
Tahun Anggaran 1%55/19%6 ( Contoh C ) dan Keputusan -
Bupati Kepala Daerah Tingkat IT PEmalang tentang Penja ‘
baran Realisasi Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyekyéii?
APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalnng Tahun Anggar
an 1545/1596 ( Contoh C/1 ), belum sesua dengan Con ~
toh C dan Contoh C/1 Keputusen Menteri Dalam hsgerl -
Nemor 3 902-251 tanggal 6 April 1980 tentang Peratzhan
Bentuk Conteoh reraturan Dasrah tentang penetapan  Sisc

B
Perhitungen Pernltungan APBD,Ferhitungan Kas

Pencocokan . « « . » (0.
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Pencocokan antara Sisa Perhitungen Anggaran dan Sisa Kas =
‘dan Kepubusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Rea~
lisasi APBD.

Dalamw pelaksanaan membuku transaksi kedalam Buku/Daftaﬁ/Rg

gister yang dipergunakah oleh Bagian Kewangan Setwilda —-

Tingkat II Pemalang masih terdapat yang perlw disempurys -

kan antara lain ' |

- Dalam membuwku kedalam Register SKO Pémbangunan (#onton B)
kolom 1 ( nomor wrut ) masih dibmkwkan secara berlanjut -
sampal dengan twtup tahun anggafan yang sekarusnya ditu -
¥up setiap akhir bulan dan dibukw kembali dengan nomor u~
rut baru.

~ Pembukuar. kedalam Register SPMU ( B, 1 ), masing-masing-
kolom 8, 10, 11, 14 dan 15 tiap holamon belum digumlqh -
dan dipindahkan kehalgman berikutnya.

—~ Pada Buku Besar Pengeluaran ( BV ) kolom 6 *(nomor urut-
Register B.11). kolom B (penunjukan SPJ ) dan kolom & =

( jumlah SPJ Beban Sementara UUDP ) belum seluruhnys cdi- .

. 181 sebagalmana mestlnya.
Hal tersebut bhelum sesual dengan Keputugﬁn Menteri. Dalam Ne
gerd Nomor $03-377 tanggal 11 April 1587 tentang Penggunaan
Sistim Digit dalam Pelakeanaan APBD serta Petunjuk Teknis -

Tata Usaha Keuangan Daerah,

5]..00v00'0.(1o).
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5. Dalam Buku ferhltungqn APBD 1C.11 Kabupaten Daerah Ting

ket II Pemalang Tahun Anggaran 1w15/1}/6 belam dileng -
kapl dengan :
- Lampiran C,IIT s/d C.X dan Daftar Lamplran Pengadaar
Bagang (& odol_Benu. 29 ). i *
Sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 11
" Tahun 1575 dan Persturan Menterl Dalam Negeri Nomor -

1 Tahun 180,

.

Dalam Talun Anggaran 1;)3/1))0 berdasar data rcalisasi
nya terdapat jenis peqdapgtan yang tidak dapat menca -

- pai terget anggaraﬁ antara lain

- Ayat 1,2.1,008 " Pajak atas Pertunjukam dan Keramail -
an Umum " .‘

- Ayat 1.2,1.01%. " Pajak Pendaftaran Perusahaan "

- Ayat 1.2.2.111. " Penerimean Iklan RSPD " .

- Ayat 1,2.2.120, " Retribusi Tempat Sampsh ".

Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahua 1994
tentang Pelaksanaan APBD.

a, Pasal 2.13.1.1125, "Pemberiax Bantuan kepada Desa/
Kelurahan dari Penyisihan Bagian PBBE",

adalah sebagail berikut

ADEEATED + o o o o o o o o o o Bpy . p 190,653,000,60
Realisasie o o o o o s o o & o BDe - _-190,060,000,00

Realisasl tersebut rinciannya adalah :
~ Reallsasi ¢éari Tk, ¥ Rp, 16.593,000,00

- Realisasi dari Tk. II Rp. 174 ,060,000,00

e e s e e s (11
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Realisasi penerimaan dari Tingkat I yang tercantum dalam
ayat 1.0.1.217. sebesar Rp. 46,862,000,00 telah dibayar
kan selbesar Rp. 16,593,000,00 sisanya sebesar « + « +
Rp. 30.26%,000,00 akan dibayarkan dalam Tahun Anggaran-
156/1997 | |

Pasal 2,13,1.1126. "Pemberian Bantuan Kepada Desa/Kelu-
rahan dari Penyisihan hagian Penerimaan Pajak dan Retri-

busi” adaleh sebagai berikut :

Anggaran « * & & & 2 8 & @ RP. 5)4'.2180000,00
Realdsasi « ¥ ¢ & o ¢« o » Rpe- §k'217sb56100

Realisasl terssbut rinciannya adalah sebagai berikut :

~ Realisasi dari Tk I . » « HKHpe~ 35-818.000,00
~ Realisesi dari Tk I + o . Rp. 18.399.856,00

Reslisasi penerimaan dard Tingkat I yang tercantum padae
ayat 1.4.1.217, sebesar Rp. 281.580.000,00 telah diba =
yarkan sebesar Rp.. 35.818,000,00 sisa sebesal « o o o »

Rp. 245,762.000,00 akan dibayarkan dalam Tahun Anggaran
199 / 1997,

Hal tersebut belum sesual déngan Surat Gubernur Kepala-

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : $73/002004 tanggal

20 Januari 1994 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Men -

teri Dalam Negeri Nomor : 49, 50 cdan. 98 Tahun 1390,

Y €T3

%
i3
5
5 ]

k%
2
A,
B




Ea

QT

(' http:/idih:pemalangkabgo;id/

8.

Fos 2.2,3. "Sekroturiat Wilayeh Daerah' Posal

2.243,1051, "Biayn Pemeliharaan Gedung Kentor' didalam

{-ie

nya termasuk Bilayo Perbatken Poviliyun/Mess/Ruang Tame
}

Keluarga Rumah Diuvas U rusnya dibebankon pas

da Pos 2.2.2, "Kennln Daerah dan Wakil Kepala Daerah "

Pasal, 2e2.2. 10034, YBiaya Pemeliharaan Pumah Jabatan',

dal terscbut beluw se<snai deusan seret Gebernur Kepals [3%

Daoraly Lingket T Tawa Teugeh toangeol 24 Pelrwani 1055

Nomor 903/05337 tautaug Pediun Penywannsn Paeral Ting
kat IT s¢ Jawa Tengah Tahun Anggaran 1995/159€,

Terdapat Sisa UWP tahun anggaran 1995/15%6 dari  para

Bendaharawan yang pelaksanaan~penyetarannye ke Reke ~~

ving Kes Daerah oleh Bendahraawan yong versangkutan ma
Al mengalaed. keberd-ubatan yoitu melebild tanggal 10
April 1996 antarn léin.:
- Sisa JUDP poda Bendsbarwwan Setwllila, Dipenda, Diuas
Pariwisata, Kantor Pembantu Bupati Belik dau Keca -
matan Bodeh. ' »
Hal tersebut belum sesuni dengan Pasal Y ayat (3) Per e
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1994 tang »
gal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD,

yat 1,2.1,192. " Pensrimaan PKB/BBNKB ",
Berdasar SPMU dari Propinsi Daerah Tlngkqt I Jawa =

Tengal

] -~ - » / N
- Triwulen o 0 o o & . 013,
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- Triwulan- I sehesal o o » o o Rps  213,015.750,00
- Triwulan IT sebesar's o o o + RpPe 168,188,000,00
~ Triwwlan III GebeSAT + s « + o Rps - 168,188,000,00
- Triwwlan IV sebesar « . « o . Rp. 168,1€8,000,00
- Bulan Maret 1996 sebesar . . . Rp. 13741174 000,00
- Tamba&laﬂ sebesar * o o ¢ o @ Rpo . 319.892.(700’0(\/
Jumlah Rpe 1e1744551.750,00
Tercansum dalam Buku Perhitungan ‘ v J
(C‘I>,Sebesa LI I I A de ) 1’1()7‘922.5671<>0 =
Perbedaan sebesar « .o o o o o Rp. - 23.330,817,00 §
=== % :
Perbedaan tersebut disebabkan : &
=

~ Penerlmaan bulan Maret 1995 ; N §
(1554/1995) masuk dalam-bulan
Juni 1995 (1995/1796) sebesar  Rps . 1.888.000,00

- Belum diperhitungkan adanya

i

potongan TPR berdasar SPMV¥
Propinsi tgl. 15 Maret 1996 No,

o, i s N B o

5520/Smg sebesSar o o o o o« »  Rps 18,497.183,C0 3
Rp.  23.330.817,00

Hal tersebut belum sesuail dengan Kawat Gubernur Kepala Dae- E
rah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Maret 1996 Nomor : 974/- :
065%5 perihal Pemberian Surbangan sebagian 20 %. PKB/BBNKB - 3
kepada Daerah Tingkat II se Jawa Tengah untuk Tambahan Tzhun &
Anggaran 1995 / 1996. =

' 11...0-;-.0.0(1’4). 3



-1 -

11, Penerimaan Uang Qanjaran seswal dengan Surat Mcwteri

' Délam Negeri. ﬁpng sl 30 Januart 1995 Nomor : 903/ -
36§/PUOD Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tlngkat T
Jawa Tengah tanbbm; 2k B@>ru“P1 1995 Nomor 3 903/ -
05337 ‘Perihal Pedcman fpnylblnad APBD Takun Anggar—
an 1995 / 19%.

T

- Kabupaten Datl 11 Pemalang‘ v &
! mendapnt alokasi sebesar i Rp.  202.000.000,00 e
g;' ~ Tercantum dalam ayat '
%5 1ahe1.211, sebesar o 4 . . . Rp.  305.200.000,00
g} Perbedaan . ; « o BEra 103.200,000,00
F Perbedaan sebesar Rp. ~103.200,000,00 ad:lah Tunjang-
i an Penghasilan Aprratur Pemeriutahan Desa yang,séha~
‘rusnya dibuku dalam ayat 1. J4,1.216,
¥ Tunjangan Pénghasilan~ﬁparatur Pemerintahan Desa ',
Hal tersebut belum sesuai dengan'Keputusan Menterl -
Dalam Negeri Komor @ 953-0 57 tanggal 19 Jamwzri 1988 .
L

tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susuman Anggaran Pen 4@

v dapatan Dnerah,.

- 12. Ayat 1,4.2,220. "Pemberian Bantuan Pembangmnan dari
Tingkat I ( 2P.0,4. ).
Berdasar SPMU dari Propinsl Daerah Timgkat I Jawa -

3

Tewgah 3

Triwvulan I « « o o & » 4(15).

,
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- Triwulan I sebesar o o » . Rp.  49,388.800,00
- Triwelen T1 sebesar . .« RBp.  58.200,000,00 °
~ Triwulan III sebesar . . o Rpe  67.900,000,00
~ Triwulan IV sebesar « » » Rps 3848004000400
-~ Dimbangan SeBesAT . o o o b RDe 1354 484.000,00

Jumlah . « « Rp. 349.722.800,00
Eerpantum dalem Bulm Ferhi - v
tungan ( C.I ) sebesar « + o Rp.  344.434.000,00

Perbedaan sebesar . « « « « Rps - 54288,800,00

Perbedaan tersebut disebabkan :

Belum diperhitungkan adanya potongan AMD Sengkuyung daril =
Propinei Daerah Tlngkﬂt Jawa Tengah bulan Juli 1995 ( Tris
wilan I ) sebesar o o . « o » oRpP. 5.288,800,00

Berdasarkan penelitian pada Buku Perhitungan (C¢I) masing -
masing Pasal/pengeluaran, masih terdapat yang reslisasinya-
pelampaui anggarannya, antara lain :

!-Pasal 2.5.3, 1084, -

~ Pagal 2.16¢1.1153,

~ Pasal 2.16.1.1154,

- Pasal  2.16.1.1155.

Hal tersebut belum sesuai dengan ketertuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dal=m Negeri Nomor 2 Tahun 1994 den Pasal
6 ayat (1) don (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

-

140 *» * P L N ¢« @ (16)t

AR e it o TR e i ‘53‘-’:"‘".‘"Q&L‘ﬂﬁuﬁm’mﬁﬁf&ﬂfﬂ&ﬁ@mﬁ&g)",ﬁ{%éfﬁq}“;{ﬁk""ﬂ‘ R R b g s b s
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inas Kol -

14, Hasil Heneli' zn Ui Coba pade Dinas-s

- paten Daerar THingke Fewmalong Lntak nelaksana~
an APBD Tehirn Anggaran 1595/1996, masih terdapate-

hal-hal. yang “crlu disempurnakan antaka lain

a. Dinas Fendapaton De

W PR s A B N i R VIS B 1 G030 e e B e

~ PemPtukuan Rendoharcowss hhuasus Densrima metig-

dan Bulku

gunaksar Buku Kos

Pembanda sejenis Mcdel B.K. 15 sosuni MAPATDA
tetapi tidak mergerizkan Buku Kas Tmum (Model—
Bends 10 ) dan buku Pembantu sejenis (Model =
Bend. 16 ), sesual Peraturan Menteri Dalam Ne-
geri Nomor : 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari-
1980. |

Hal tersebudt belum sesual dengan Petunjuk Men
feri Dalam Negeri Howmor @ L70/L325/FUND tang-
gal 3 Desember 1988 Perihal Petunjuk Teknis ~

"atds Penyesuaian MAPATDA,

~ Terdapat Bendaharawan Proyek yang mengelola -

f'r Y
lebih dari 3 (tiga) Proyek.
Hal ini belum sesuai dengan Pasal 35 Peratur-
an Menteri Dalam Negeri Nomor : & Tahun 1994
tangsal 5 Oktober 1994 tentang Pelnksannan -
AP 2D,

-

Ben‘ﬁh’””wﬁq R VR
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» = Bencaharawan Rutin dan Proyek dalam mengajukan SEP Beban Se =

mentara ¥UDP belum dilergkapi denman Daftar Pengesahan Siga
UULP bulan yang lalu ( Model dend 5 /Bend, 6.,

Hal tensebut belum sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Peratwran -
Menteri DalattN?geri Nomor : 1 Tahwa 1980 tanggal 20 Pebrmari
1980, o , v, .

Bendaharawan Proyek dalam mengirimkan SPé kepada Bagian . Ke Q
uangan masih terdapat yang melebihi tanggal 10 bulan berikut-

nyaot

Hal tersebut belum se'suai dengan Pasal 29 arat (1) Perafurgn— '

- Menteri Dalam Negeri Womor : 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober -
1994 tentang Pelaksfnaan APEP,

Atasan Langsung Bendaharawan Proyek belum pernah mengadakan -

Pemeriksaan Kas Bendaharawan dengan dibuatkan Berita Aeara Pe

meriksaan Kas,

Hal tersebut belum sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri -

Daflam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980,

Terdapat perbedaan pada pasal 2P.0,18.1. o1, 011, ,
" Proyek Intensifikasi dan Ekstensifikasl PBB Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Pemalang ", _
~ Menurut Pembulkuan Dinas Pendapatan sebesar . . , .‘. -
+ Rp. 22,548,250,00
-~ Menurut Buku Perhitungan
APBD sebesar . . o Rp. 22.528.000,00

Perbedaan . « Rp. 204250,00

- - ’
3 s e 1‘\18,}19
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Pefbedaan tersebut dilsebabkan

o v [
-~ Penyetcran PPh. sebesar Rp. 204250,00 cleh Benesharza
wan Dihng Pendnpatan dibwku kedalam Bukw Pembantu -

« per Paszl (:Model Bends 12 ).

b Dinas Kesehatan Kabupaten.

————— - It e g ey e et

P
4

- . - Bendsharawan Kubtin dan Pembangwnan dolam mengajwkan
SPP Bebaon Sementara UUDE belum Jiléngkapi dengan Daf -
tar Pengesahan Slsa U¥DP bulan yang lalu (Model Bend.-

"+ 5/ Bend, 6 ).

Hal tersebut Lelum sesual dengan Pasal 5 ayat (5) -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tabwn 1980 -

tanggal 20 Pebruari 1980,

~*Bendaharawan Rutin belum'mengerjakﬂn Register-register
SKO (Model Bend.7), 5PP (Model Bende8) dan SPME . . 0
( Model Bend. 9 J. B

L 4

Hol tersetut belum sesusi dengan Pasal € ayat (1) -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 iﬁ

tanggal 20 Pebruari 1580,

~ Bendeharawnn Rutin dan Pembangunan dalam mengirim SPJ
kepada Bagian Keuangan masih terdapat yang melebihi -
tanggal 10 bulan berikutnya.

H’C\l . » ‘1 v [ ] » . .(19). N



Hal tersehut belum sesuai dengan Pasal 29 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Necmor :- 2 Tahun 19-
9% tangeal 5 Oktober 1945 tentang Pelaksansan AFRD,
- Terﬂa?at Bendaharawnn Proyek yong mengelola lebih-

dari % (tign) Frovek / 8 {delupan) Proyvek.

Hal ini ucLum sesual dengen Pasal 35 Peraturan Men
teri Dalam Negerd Nomor 3 2 Pahun 159% tongesal 5

®ktober 1994 tentang Pelaksnnsan APED. . .

+ 15 Berdasarkan penvlitlan terhadap Slsa Togihan poada -~ %
Bagian Urusan Kas Perhitungan Tahun Anggaran 1995 /- i
1996 sebesar Rp. 252,959.675,24 disebabkan adanya =
pemberianlpersekot/pinjﬂman yang dilakukan oleh Dae-

rah untuk keperluan pengeluaran /Belanja Dinas yang-

idak tersedia anggarannya dan akan dibebankan vada

tahun anggaran berikuﬁnya.

: Petunjukrpetunjuk/perin?ﬂtan-peringatan yang perlu -

memperaleh perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Femalong termaktub dalam Surat Gubernur Kepals Daerah ‘
Tingkat I Jawa Tengah Perihal Tindak Lanjut Hakil Pene :
1itian/Pemeriksann Perhitungan APBD Kabupaten Daerah

Tingkat I1 Pemalang Takun Angoron 1395 / 1° 96

$ Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan /-
kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan oleh Aparat Pe -
ngawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk
diselesniken melalui Feraturan Pemerintsh Nemor : 30 -
Tahun 1}8J,Perat1rﬂn Menteri Delam Negeri Nomor §0 11

Tahun 1978 dan/ataun melalui ketentusn-ketentuan hukum
vy berlslu,
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KERMEPAT 3 Keputusan ind berlaku pasda tanggal ditctapkan

aan berlolior surut sejak tar _a; 1 April 14%, 0 F

THa - Apabils Likerudian horl ternyate terdapat Ke-

'y

}.\_u 0

B ‘.\-“ o

kelirune walem Keputusan inl akan diadakea -~

5 73

perbetuian kemball sebagiimana mestinya,

OITETAPKAN LT ¢ SEMARANG
¥ H £ Lxx.fUzu\I 1997

-t 42 s e e e s Sl g

BOTTHGIAT I

o

THMBUSAK @ bisampaikarn Kepada Yih,

5 1. Baden Femeriksa Kerarngan Perwakilan.Yog; dearta di
A . Y"{ vakarta H
2. Lepartemen Keuangan gultgun Anggaran ai Jakarta
3. Ucpartemen Ualam Negeri (Ditjen Pemerintahan Umm dan -
Ytonomi Daerah Up.iirektur Keuangan dan Psralatan Daersh)
di Jakarta 3 ‘
. Sekretaris Jenderal Cepartemen Dalam Negerl Up. Kepala =
Biro Keuangan, di Jakarta ;
. Wakil Gubernur Kepala Laerah Tingkat T Jauo Tengah Bidang
T dan IT 3
. Sekretaris Widdgah Daerah Tingkat T Jawo Tergah g
o Semua asisten Sekretaris Wilayah Lacrah Tingkat I
Jawa Tenggh 3 / STy
8. Pembantu uubernur Jawa Tengah untuk Wiaﬁygh ”eKaLmngﬂn - 4\!}
di Pekﬂlonvan 3

9. Kepala Inspektorat Wil.Prop bati I Jawn Tengah §

104 Kepdl&-BlrJ Keuangnn Kantor Gubernur Kch Tk I Jateng‘;

“11. Kepala Birc Hukur Kantor Gubernur Kdh Tk I Jateng '

12, %uﬁati th Tk II Pemalnang i Pemalong

134 Ketuza DPRD Kab Dati IT Pemalang A1 Pemalnng

14e Berkns Surat Kerutusan. : : -
1 s/d 11 untuk diketrnui. “ B |
12 dan 13 gunt  diind koo, '

-F;
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